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ABSTRAK 

Dengan berlakunya Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, Aceh mendapatkan kekhususan yang dapat mengurus system 

pemerintahannya sendiri serta wewenang dan kekuasaannya sedikit berbeda 

dengan daerah lainnya yang ada di Indonesia. salah satu kewenangan Aceh yaitu 

boleh mendirikan lembaga-lembaga yang dapat membantu pemerintahan Aceh, 

yakni seperti lembaga Wali Nanggroe yang tertuang dalam Qanun Aceh No 8 

Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe, yang berfungsi sebagai penjaga 

darul Islami di Aceh, menjaga adat dan budaya, serta menjaga perdamaian. Dan 

perlu diketahui bahwa lembaga Wali Nanggroe tidak mengurus urusan 

pemerintahan atau politik dan lain sebagainya. 

Dalam tulisan ini penulis ingin mengetahui bahwa bagaimana konsep 

ketatanegaraan lembaga Wali Nanggroe yang ada di Aceh, bagaimana konsep 

ketatanegaraan Wilāyah al-Faqīh, dan bagaimana persamaan dan perbedaan 

antara Wali Nanggroe dengan Wilāyah al-Faqīh. Metode yang digunakan yaitu 

metode peneletian kualitatif yang memfokuskan pada pendekatan studi hukum 

yang menggunakan library research dan bersifat deskriptif analisis, dari sumber 

data primer dan sumber data sekunder. 

Hasil dari tulisan ilmiah ini menunjukan bahwa ada tiga poin inti, yaitu; 1) 

Lembaga Wali Nanggroe merupakan pelembagaan di Aceh yang dihasilkan 

melaui MoU Helsinki dan UUPA, lalu baru ditetapkan melalui Qanun Aceh No 

Tahun 2012; 2) Wilāyah al-Faqīh suatu konsep pemikiran Imam Khomeini yang 

diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran pasca Reformasi 

Republik Islam Iran; 3). Wali Nanggroe dan Wilāyah al-Faqīh memang terlihat 

sama, namun ternyata jauh berbeda diantara keduanya, karena Republik Islam 

Iran menggunakan kedaulatan tuhan sedangkan di Aceh menggunakan kedaulatan 

rakyat, maka dari itu konsep ketatanegaraan Wali Nanggroe kekuasaan dan 

kewenangannya tidak leluasa, seperti Wilāyah al-Faqīh yang bisa mencampuri 

urusan politik dan bahkan bisa memberhentikan presiden (eksekutif) di Republik 

Islam Iran karena Wilāyah al-Faqīh adalah utusan tangan tuhan, maka yang 

memegang kekuasaan tertinggi adalah fᾱkih. Sedangkan Wali Nanggroe 

kekuasaannya sangat terbatas, selain terbatas kekuasaan dan kewenangannya tidak 

bisa mencampuri urusan politik. Bahkan lembaga Wali Nanggroe di Aceh hanya 

sebagai pembantu dalam pemerintahan Aceh karena lembaga Wali Nanggroe yang 

sekarang berbeda dengan Wali Nanggroe yang ada pada masa kerajaan Aceh dulu 

yang punya otoritas dan kekuasaan tinggi seperti Wilāyah al-Faqīh. 

Kata Kunci: Wali Nanggroe, Wilāyah al-Faqīh, dan Konsep Ketatanegaraan. 
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ABSTRACT 

With the enactment of Law No. 11 of 2006 concerning the Government of 

Aceh, Aceh has the specificity of being able to manage its system of government 

and its powers and powers are slightly different from other regions in Indonesia. 

one of the powers of Aceh is to be allowed to establish institutions that can assist 

the Aceh government, namely such as the Wali Nanggroe institution as stipulated 

in Aceh Qanun No. 8 of 2012 concerning the Wali Nanggroe Institution, which 

functions as the guardian of Darul Islami in Aceh, safeguards customs and culture, 

and keep the peace. And it should be noted that the Wali Nanggroe institution 

does not take care of government or political affairs and so on. 

In this paper, the author wants to know how the constitutional concept of the 

Wali Nanggroe institution exists in Aceh, what is the constitutional concept of 

Wilāyah al-Faqīh, and what are the similarities and differences between Wali 

Nanggroe and Wilāyah al-Faqīh. The method used is a qualitative research 

method that focuses on a legal study approach that uses library research and is 

descriptive analysis in nature, from primary data sources and secondary data 

sources. 

The results of this scientific paper show that there are three core points, 

namely; 1) The Wali Nanggroe Institution is an institutionalization in Aceh that 

resulted from the Helsinki MoU and the Logga, then was only stipulated through 

Aceh Qanun No. 2012; 2) Wilāyah al-Faqīh, a concept of Imam Khomeini's 

thought which was applied in the system of government of the Islamic Republic 

of Iran after the Reformation of the Islamic Republic of Iran; 3). Wali Nanggroe 

and Wilāyah al-Faqīh do look the same, but in fact, they are far different, because 

the Islamic Republic of Iran uses God's sovereignty while Aceh uses people's 

sovereignty, therefore the constitutional concept of Wali Nanggroe's power and 

authority is not as flexible, as Wilāyah al-Faqīh who can interfere in political 

affairs and can even dismiss the president (executive) in the Islamic Republic of 

Iran because Wilāyah al-Faqīh is the messenger of God's hand, so the one holding 

the highest authority is the fᾱkih. Meanwhile, Wali Nanggroe has very limited 

powers, apart from being limited in power and authority, he cannot interfere in 

political affairs. In fact, the Wali Nanggroe institution in Aceh is only an assistant 

in the Aceh government because the current Wali Nanggroe institution is different 

from the Wali Nanggroe that existed during the Aceh kingdom, which had high 

authority and power, such as Wilāyah al-Faqīh. 

Kayword: Wali Nanggroe, Wilāyah al-Faqīh, and State Constitutional Concept.
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MOTTO 

 

 

 

 

 

“Ketika Masih Ada Jalan, Kenapa Harus Berhenti Melangkah” 

 

Dan 

 

“Sebaik-baiknya Manusia adalah Manusia yang Bermanfaat Untuk Orang Lain, 

Maka jadilah Orang Dalam Untuk Orang Lain.” 
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SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Tranliterasi kata-kata Arab ke dalam kata-kata latin yang dipakai dalam 

penyusunan tesis ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri 

Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 

158/1997 dan 0543b/U/1987 tanggal 10 September 1987. 

I. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

 

Nama 

 

Huruf Latin 

 

Keterangan 

 Alif tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 ba‟ B Be ب

 ta‟ T Te ت

 ṡa‟ ṡ es (dengan titik di atas) ٽ

 jim J Je ج

 ḥa ḥ ha (dengan titik di bawah) ح

 kha Kh ka dan ha خ

 dal D De د

 żal Ż zet (dengan titik di atas) ذ

 ra‟ R Er ر

 zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 syin Sy es dan ye ش

 ṣad ṣ es (dengan titik di bawah) ص

 ḍad ḍ de (dengan titik dibawah) ض

 ṭa‟ ṭ te (dengan titik dibawah) ط

 ẓa‟ ẓ zet (dengan titik dibawah) ظ

 ain „ koma terbaik di atas„ ع

 gain G غ

 

Ge 
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 fa‟ F Ef ف

 qaf Q Qi ق

 kaf K Ka ك

 lam L El ل

 mim M Em م

 nun N En ن

 wawu W We و

 ha‟ H Ha ه

hamza ء

h 

„ Apostrof 

 ya‟ Y Ye ي

 

II. Konsonan Rangkap Karena Syaddah ditulis Rangkap 

  ditulis Sunnah سنة

 ditulis “illah  عهة

III. Ta’ Marbutah di akhir kata 

a. Bila dimatikan ditulis dengan h 

 ditulis al-Mā‟idah  انًائدة

 ditulis Islāmiyyah اسلا يية

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam 

bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila 

dikehendaki lafal aslinya). 

b. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

ة انًذاهبيقارن   ditulis Muqāranah al-maz\āhib 
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IV. Vokal Pendek 

                      kasrah          ditulis         i 

   fathah           ditulis         a 

  dammah  ditulis         u 

V. Vokal Panjang 

1. Fathah + alif Ditulis Ā 

 
 استحاٌ

Ditulis Istih}sān 

2. Fath}ah} + ya‟ mati Ditulis Ā 

 
 أنثى

 

Ditulis Uns\ā 

3. Kasrah + yā‟ mati Ditulis Ī 

 
 انعهوانً

 

Ditulis al-„Ālwānī 

4. D}ammah + wāwu mati Ditulis u> 

 
 عهوو

 

Ditulis „Ulu>m 

 

VI. Vokal Rangkap 

V. Vokal Rangkap  

 1.   Fath}ah} + ya‟ mati ditulis Ai 

 
 غيزهى

 

 

ditulis Gairihim 

 2.   Fath}ah} + wawu mati ditulis Au 

 قول 

 

 

ditulis Qaul 

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis a‟antum أأنتى



 
 

xi 
 

 ditulis u‟iddat أعدت

 ditulis la‟in syakartum لإٌ شكزتى

 

VIII. Kata Sandang Alif+Lam 

a. Bila diikuti huruf Qomariyyah 

 ditulis al-Qur‟an انقزآٌ

 ditulis al-Qiyas انقياس

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L(el)nya. 

 ditulis ar-Risālah انزسانة

 ‟ditulis an-Nisā اننسآء

 

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya. 

 ditulis Ahl al-Ra‟yi اهم انزأي

 ditulis Ahl as-Sunnah اهم انسنة
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دٍ وَعَلَى الَِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَ عْدُ   وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّ
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pasca MoU Helsinki, Aceh diberikan kekhususan melalui butiran-butiran 

MoU Helsinki tersebut. Ada beberapa poin yang terdapat dalam MoU Helsinki, 

salah satunya otonomi khusus, hal ini kemudian dituangkan kedalam Undang-

Undang Pemerintahan Aceh.
1
 Namun, sebelumnya Aceh juga telah diberikan 

otonomi khusus yaitu pasca runtuhnya orde lama dalam Undang-Undang No 18 

Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh sebagai Provinsi 

Nanggroe Aceh Darussalam.
2
 

Dengan berlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, Aceh 

mendapat kekhususan atau istimewa dan diakui oleh pemerintah pusat, 

sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan UUPA antara lain, sebagai berikut; 

pertama, bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat 

khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang; kedua, bahwa 

berdasarkan perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Aceh merupakan 

satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa terkait dengan 

salah satu karakter  khas  sejarah  perjuangan  masyarakat  Aceh yang memiliki 

ketahanan dan

                                                           
1
 Lihat pembukaan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 

2
 Lihat Undang-Undang No 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh 

sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
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daya juang tinggi; ketiga, bahwa ketahanan dan daya juang tinggi tersebut 

bersumber dari pandangan hidup yang berlandaskan syariat Islam yang 

melahirkan budaya Islam yang kuat sehingga Aceh menjadi daerah modal bagi 

perjuangan dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan 

Republik Indonesia; keempat, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan di Aceh belum dapat sepenuhnya mewujudkan 

kesejahteraan rakyat, keadilan serta pemajuan, pemenuhan,   dan   pelindungan   

hak   asasi   manusia   sehingga   Pemerintahan   Aceh   perlu dikembangkan dan  

dijalankan  berdasarkan  prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik; dan kelima, 

bahwa bencana alam gempa bumi dan tsunami yang terjadi di Aceh telah 

menumbuhkan solidaritas seluruh potensi bangsa Indonesia untuk membangun 

kembali masyarakat dan wilayah Aceh serta menyelesaikan konflik secara damai, 

menyeluruh, berkelanjutan, dan bermartabat dalam kerangka Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.
3
 

Maka dari itu Aceh memiliki kekhususan dalam mengurus rumah tangganya 

sendiri dalam arti kata Aceh memikili kewenangan untuk mengurus daerahnya 

sendiri, pemerintahan Aceh dijalankan sesuai dengan UU No 11 Tahun 2006 

Tentang Pemerintahan Aceh, kemudian dikenal dengan Undang-Undang 

Pemerintahan Aceh (UUPA), dan mengenai kelembagaan dan kekuasaan ada 

sedikit yang berbeda dari daerah-daerah lainnya yang ada di Indonesia.
4
 Pada 

umumnya terlihat sama saja dengan pemerintahan di daerah lain, namun karena 

Aceh pada awalnya adalah wilayah kerajaan jauh sebelum kemerdekaan 

                                                           
3
 Lhat Pembukaan Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. 

4
 Lihat Bab 1, Pasal 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. 
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Indonesia. Jadi pada otonomi khusus di Aceh juga dibentuk beberapa lembaga 

seperti; Wali Nanggroe,  Mahkamah Syariah, dan lain sebagainya. 

Dalam pelaksanaan nota kesepahaman antara Pemerintah Republik 

Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of understanding between 

The Goverment of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 

15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka 

menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, 

menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad 

untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat 

diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara 

Kesatuan Republik Indonesia.
5
 

Berdasarkan Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan 

daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa serta mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 

Undang-Undang, bahwa dalam angka 1.1.7. MoU Helsinki Lembaga Wali 

Nanggroe akan dibentuk dengan segala perangkat upacara dan gelarnya, 

berdasarkan ketentuan dalam Pasal 96 ayat (4) dan Pasal 97 Undang-Undang 

Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, ketentuan lebih lanjut 

menyangkut Wali Nanggroe diatur dengan Qanun Aceh, berdasarkan 

                                                           
5
 lihat angka 1.1.7. Buti-Butir MoU Helsinki. 
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pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu membentuk Qanun Aceh No 8 Tahun 

2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe.
6
 

Kehidupan sosiologis masyarakat Aceh, amat terkait dengan perkembangan 

politik, ekonomi, pendidikan dan sosial budaya, serta hubungan internal dan 

eksternal masyarakat pada lingkungannya. Masuknya agama Islam ke Aceh pada 

abad 13, dimana Sultan Aceh Ali Mughayat Syah, merupakan sultan pertama 

yang memberi contoh untuk memeluk agama Islam (1507-1522), kemudian 

digantikan oleh anaknya Sultan Salahuddin (1522-1530), telah membangun dan 

menanam aspek–aspek kepemimpinan dalam sistem pemerintahan yang bersifat 

monarkis sebagai simbol persatuan dan kesatuan monarkis ke-khalīfah-an.
7
 

Sistem kepemimpinan monarki ini yang berkelanjutan, dapat dimaknai 

sebagai kesinambungan perwalian sistem pemerintahan (turun temurun), 

meskipun pada masa Sultan Iskandar Muda (1607-1636), ada perubahan dengan 

mengangkat Iskandar Tsani (bukan anaknya) untuk melanjutkan tugas-tugas 

kesultanan dan perkembangan selanjutnya pada era pemerintahan ke Sultanan 

Aceh berakhir, perkembangan sosiologis dari akhir kepemimpinan masyarakat 

Aceh, beralih kedalam suasana Negara Kesatuan Republik Indonesia, dimana 

wilayah Aceh menjadi salah satu Provinsi di dalamnya.
8  

Sejarah Aceh menjelaskan bahwa perang Aceh terjadi pada tanggal 26 

Maret 1873. Pasukan Aceh dipimpin oleh Tgk. Tjik DI Tiro Muhammad Saman 

                                                           
6
 Lihat Pasal 18B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lihat 

juga Pasal 96 ayat 4 dan Pasal 97 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh. 
7
 Hasanuddin Yusuf Adan, Islam dan Sistem Pemerintahan di Aceh Masa Kerajaan Aceh 

Darussalam, Edisi 1, Cet. 1 (Banda Aceh: Lembaga Naskah Aceh dan Ar-Raniry Press, 2013), 

hlm. 65. 
8
 Ibid., hlm. 155 

https://id.wikipedia.org/wiki/Ali_Mughayat_Syah_dari_Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Salahuddin_dari_Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Iskandar_Muda_dari_Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Iskandar_Tsani_dari_Aceh
https://id.wikipedia.org/wiki/Teungku_Chik_di_Tiro
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bin Abdullah dan pasukan Belanda dipimpin oleh Jenderal Johan Harmen Rudolf 

Kohler. Pasukan Belanda dapat dikalahkan oleh pasukan Aceh, dan Jenderal 

Kohler dihukum mati oleh Mahkamah Kerajaan Aceh. Setelah Belanda 

mengalami kekalahan pada masa itu, maka pihak Belanda membuat ekspedisi 

yang kedua pada tanggal 25 Desember 1873 yang dipimpin oleh Jenderal Jan van 

Swieten, sedangkan pihak Aceh dipimpin oleh Sultan Mahmud Syah. Saat itu, 

pasukan Aceh di benteng Kuta Radja dikalahkan oleh pasukan Belanda.
9 

 

Pada tanggal 28 Januari 1874, ketua Majelis tuha Peut Kerajaan Aceh 

Tuanku Muhammad Raja Keumala mengambil keputusan bahwa: “Dalam 

keadaan huru hara/perang kafir, maka untuk mempersatukan kita semua 

mengambil keputusan bahwa kekuasaan adat, hukum, reusam di bawah pimpinan 

tertinggi maka diangkatlah: Al-Mudabbir, Al-Mᾱlik, Al-Mukarram (Wali 

Nanggroe) Tengku Tjik Di Tiro Muhammad Saman bin Abdullah”.
10

 

Tengku Tjik Di Tiro Muhammad Saman memimpin perang selama 17 

tahun, hingga pada tanggal 29 Desember 1891 beliau diracun di Kuta Aneuk 

Galong yang merupakan Benteng Aceh pada masa itu. Pada tanggal 31 Desember 

1891, pada pukul 5 sore di benteng Aneuk Galong, pasukan laki-laki duduk 

beriringan di sebelah kiri Tgk Tjik Di Tiro dan sebelah kanannya pasukan wanita 

juga duduk beriringan.
11

 

Pengesahan Qanun Wali Nanggroe juga dikuatkan oleh asas-asas hukum 

yang diterima secara universal yaitu: (1) asas lex specialis derogate legi 

                                                           
9
 Ibid., hlm. 177 

10
 Hasanuddin Yusuf Adan, Politik Dan Tamaddun Aceh, (Banda Aceh: Adnin Foundation 

Aceh, 2006), hlm. 127. 
11

 Ibid., hlm. 63. 

https://id.wikipedia.org/wiki/Teungku_Chik_di_Tiro
https://id.wikipedia.org/wiki/Johan_Harmen_Rudolf_K%C3%B6hler
https://id.wikipedia.org/wiki/Johan_Harmen_Rudolf_K%C3%B6hler
https://id.wikipedia.org/wiki/1873
https://id.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Swieten
https://id.wikipedia.org/wiki/Jan_van_Swieten
https://id.wikipedia.org/wiki/Sultan_Mahmud_Syah
https://id.wikipedia.org/wiki/Kutaradja
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generale (ketentuan hukum yang khusus diutamakan daripada ketentuan hukum 

yang umum); (2) asas pacta sunt servanda (asas bahwa hakim atau pihak ketiga 

harus menghormati substansi kontrak/perjanjian yang dibuat oleh para pihak 

dengan „itikad baik atau good faith). Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh 

seorang pemimpin yang bersifat personal dan idependen sebagaimana disebutkan 

dalan Qanun tersebut. Pemimpin lembaga dikenal dengan nama Wali Nanggroe 

dengan laqab atau gelar al-Mukarram Maulana al-Mudabbir al-Mᾱlik. Laqab 

tersebut berdasarkan peralihan perangkat kerajaan Aceh.
12

 Pada 16 Desember 

2013 Paduka Yang Mulia Teungku Malik Mahmud Al-Haytar dilantik sebagai 

Wali Nanggroe Aceh ke-9. 

Namun, dalam kesepakatan yang ada dalam UU No 11 Tanun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh memunculkan beberapa polemik, ini dapat dilihat dari 

berbagai fakta yang ada, seperti kegaduhan terkait dengan bendera, lambang, dan 

simbol Aceh serta keberlansungan Wali Nanggroe sebagai sebuah lembaga. 

Bahkan saat ini menunjukkan dualitas antara keinginan dan harapan yang belum 

tersampaikan. Entitas GAM melalui mandataris perdamaian Wali Nanggore Malik 

Mahmud membayangkan akan mendapatkan hak untuk mengatur daerahnya 

sendiri melalui penerapan Self Goverment seperti Catalonia di Spanyol atau 

provinsi di belahan dunia lainnya namun sampai detik ini hanya mendapatkan hak 

menjalankan otonomi khusus. Sehingga kondisi dualitas tersebut menimbulkan 

riak-riak dan pembelahan di masyarakat, baik yang ingin memisahkan diri dari 

                                                           
12

 Lihat Pasal 17 Ayat 2 dan 3 Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali 

Nanggroe 

https://id.wikipedia.org/wiki/Malik_Mahmud
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Aceh sebagai sebuah provinsi serta kecurigaan terhadap keberadaan Lembaga 

Wali Nanggroe sebagai pemersatu masyarakat Aceh melalui legitimasi adat.
13 

Dalam masyarakat Aceh, kehadiran lembaga Wali Nanggroe pasca Mou 

Helsinki juga menuai sedikit kontroversi akibat dari misinformasi dan kurangnya 

pemahaman. Sehingga timbul berbagai reaksi baik horizontal dan vertikal akibat 

dari sengketa kewenangan yang terjadi akibat dari ketidaksempurnaan 

implementasi butir perjanjian MoU Helsinki dan turunan UU No. 11 Tahun 2006 

tentang pemerintahan Aceh yang lambat direalisasi oleh pemerintah pusat.
14 

Kekuasaan yang terjadi di pemerintahan Aceh boleh dibilang juga tidak 

berubah, yaitu mengikuti tatanan sistem pemerintahan Indonesia, dalam hal ini 

kekuasaan yang tertinggi adalah Gubernur (Eksekutif), Dewan Perwakilan Rakyat 

Aceh (Legislatif) dan Mahkamah Syariah (Yudikatif) Setelah adanya lembaga 

Wali Nanggroe di Aceh. Namun dilihat dari penamaan hanya yang berubah, hal 

ini juga sudah terdapat dalam Undang-Undang Pemerintahan Aceh (UUPA). 

Hal ini karena merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh, pada Bab XII tentang Lembaga Wali Nanggroe, 

dalam pasal 96 ayat (1) disebutkan bahwa, “Lembaga Wali Nanggroe merupakan 

kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, 

dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-

lembaga adat, adat istiadat, dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara 

                                                           
13

 Eka Januar, “Lembaga Wali Nanggroe Antara Peran Adat Dan Politik: Suatu Analisis 

Terhadap Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2019 Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 

Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe”, Al-Ijtima`I: International Journal Of Government 

And Social Science, Vol. 7, No. 1, (Oktober 2021), hlm. 64. 
14

 M. Aris Yunandar, Dkk, “Pro Kontra Lembaga Wali Nanggroe Dan Potensinya Terhadap 

Konflik Disintegrasi Suku Di Provinsi Aceh”, Seminar Nasional Riset Inovatif II, (2014), hlm. 

862. 
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adat lainnya”.
15

 Pada ayat (2) dijelaskan bahwa, “Lembaga Wali Nanggroe bukan 

merupakan lembaga politik dan lembaga pemerintahan di Aceh. Hal ini 

menunjukkan bahwa kehadiran Lembaga Wali nanggroe harus bersifat 

independen dan otonom. Ia hadir sebagai lembaga yang memiliki marwah yang 

berfungsi sebagai pemersatu dan dapat mengayomi serta mendukung segala 

bentuk kekhususan dan kekhasan Aceh. Dengan demikian, Lembaga ini dapat 

diterima oleh segenap lapisan masyarakat Aceh sebagai sebuah lembaga adat 

yang berperan mempersatukan anak bangsa.
16

 Sebelumnya, lembaga Wali 

Nanggroe juga bisa ditemukan dalam Undang-Undang Otonomi Khusus Aceh No. 

18 tahun 2001. Jadi Wali Nanggroe hanya lembaga yang mengatur atau yang 

menjaga kekhususan Aceh sendiri dan bukan lembaga politik yang mengatur 

tatanan pemerintahan.
17 

Namun dalam ini tentunya Aceh juga tidak bisa harus berbeda dengan 

daerah lain, karena Aceh masih dalam negara kesatuan Republik Indonesia, sudah 

sepantasnya bagi Aceh untuk mengikuti hukum yang ada di Indonesai dan tidak 

melanggarnya.
 
Sebagai sebuah negara yang menjalankan sebuah pemerintahan 

tentu memiliki dasar hukum sebagai pegangan atau menjadi acuan dalam 

menjalani roda pemerintahannya. Pemerintahan Islam (Daulah Islᾱmiyyah) yang 

merupakan hasil gagasan dari Rasulullah SAW dan para sahabat tidak bisa lepas 

dari ajaran-ajaran Islam sehingga dengan demikian yang menjadi dasar hukum 

                                                           
15

 Lihat Pasal 96 ayat 1 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh 
16

 Lihat Pasal 96 ayat 2 Undang-Undang No 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. 
17

 Lihat Undang-Undang No. 18 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Aceh 

sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. 
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dari pemerintahan Islam adalah Al-Qur‟an  dan Al-hadist. Dalam segala proses 

pemerintahan harus mengacu pada dua dasar tersebut.
18 

Demikian juga, dalam pemerintahan Islam tentu membutuhkan seorang 

pemimpin atau penguasa seperti halnya kebanyakan pemerintahan lainnya. 

Pemimpin atau penguasa dalam pemerintahan Islam disebut khalīfah (pemimpin). 

Khalīfah memiliki kewenangan atau kekuasaan dalam mengatur dan menjalankan 

roda pemerintahan berdasarkan nilai-nilai syari‟ah (Al-Quran dan Al-hadist). 

Seorang khalīfah dipilih dan diangkat oleh rakyat melalui sistem syuro‟ 

(musyawarah) dan kemudian di bai‟at (dilantik) oleh rakyat itu sendiri.
19 

Syuro‟ merupakan cara memecahkan suatu permasalahan dalam kehidupan 

bermasyarakat dan bernegara sebagai upaya bersama dalam mencapai 

kesepakatan. Menurut pengertian syariat yang didasarkan pada nash-nash al-

Quran dan as-Sunnah, syuro‟ bermakna mengambil pendapat (akhż al-ra‟yi). 

Jelasnya, syuro‟ adalah mencari pendapat dari orang yang diajak bermusyawarah 

(thalab al-ra‟yi min al-mustasyᾱr). Istilah lain dari syuro‟ adalah masyūrah (atau 

at-tasyᾱwur). Para Khulafᾱ‟ al-rasyidīn telah mempraktekkan sistem syuro‟ 

dalam setiap proses dan pengambilan keputusan misalnya, dalam mengangkat 

seorang pemimpin (khalīfah), menentukan kebijakan peperangan dan lain 

sebagainya.
20 

                                                           
18

 J. Suyuthi Pulungan, “Relasi Islam dan Negara: Studi Pemikiran Politik Islam dalam 

Perspektif al-Qur‟an”, Jurnal Intizar,Vol 24, No 1, (2018), hlm. 185. 
19

 Muhammad Imran, “Sistem Syuro‟ Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Islam”, Jurnal 

Ius, Vol 3, No 7, (April 2015), hlm. 130. 
20

 Ibid. 
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Proses syuro‟ yang dilakukan oleh para sahabat dalam menjalankan roda 

pemerintahan didasarkan atas ajaran Al-Qur‟an yakni berdasarkan atas firman 

Allah SWT:
21 

“Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian 

apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada 

Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal 

kepada-Nya” (QS Ali Imran: 159) 

 

Syuro‟ merupakan landasan ideal bagi pemerintahan Islam dalam menjalan 

roda pemerintahan dan menyelasaikan segala bentuk persoalan serta dalam setiap 

keputusan, hal ini dikarenakan syuro‟ memiliki landasan yang kuat yang 

disebutkan dalam Al-Qur‟an sebagai dasar hukum bagi pemerintahan Islam 

demikian juga sistem syuro‟ juga telah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW 

sehingga sistem syuro‟ menjadi sebuah ajaran (sunnah) yang harus di ikuti oleh 

para sahabat dan penerus pemerintahan Islam. Sistem syuro‟ juga memiliki 

mekanisme tersendiri dalam memilih dan mengangkat seorang khalīfah 

(pemimpin). Syuro‟ juga memiliki proses yang harus dijalankan yang sesuai 

dengan ketentuan-ketentuan syari‟ah sehingga hasil yang diharapkan tidak 

menyimpang dari dasar-dasar pemerintahan yaitu Al-Qur‟an dan Al-hadist.22 

Setelah kita lihat uraian di atas bahwasanya Aceh merupakan daerah yang 

memiliki kekhususan atau istimewa dan bisa menjalankan roda pemerintahannya 

sendiri, dan dalam otonomi khusus Aceh juga menerapkan sistem syariat Islam 

dan memiliki lembaga-lembaga yang hanya ada di Aceh seperti lembaga Wali 

Nanggroe yang tugas dan fungsinya untuk menjaga kekhususan Aceh dan adat 

                                                           
21

 Oksep Adhayanto, “Khilafah Dalam Sistem Pemerintahan Islam”, Jurnal Ilmu Politik 

Dan Ilmu Pemerintahan, Vol. 1, No. 1, (2011), hlm. 81. 
22

 Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam 

Persfektif Fiqih Siyasah, cet, 1, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 158. 
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istiadat Aceh bukan untuk mengurus urusan pemerintahan atau politik dan lain 

sebagainya. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pertimbangan di atas, penulis dapat 

mengidentifikasi beberapa masalah yang akan dibahas dalam tesis ini, antara lain 

yaitu: 

1. Bagaimana konsep ketatanegaraan lembaga Wali Nanggroe yang ada di 

Aceh ? 

2. Bagaimana konsep ketatanegaraan Wilāyah al-Faqīh ? 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan anatara Wali Nanggroe dengan 

Wilāyah al-Faqīh ? 

C. Tujuan dan Kegunaan 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui konsep ketatanegaraan kelembagaan Wali Nanggroe 

yang ada di Aceh. 

2. Untuk mengetahui konsep ketatanegaraan Wilāyah al-Faqīh. 

3. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antara Wali Nanggroe 

dengan Wilāyah al-Faqīh. 

Dari segi kegunaan, penelitian ini bertujuan untuk memperkaya khazanah 

ilmu hukum dan ilmu syari‟ah terutama yang berkaitan dengan konsep 

ketatanegaraan lembaga Wali Nanggroe dalam perspektif Wilāyah al-Faqīh . 

Selain perihal diatas penelitian ini juga bisa dijadikan rujukan bagi kalangan 

peneliti dalam menelaah persoalan yang sama. 
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D. Telaah Pustaka 

Berdasarkan penelusuran beragam bahan pustaka terkait tema mengenai 

“Konsep Ketatanegaraan Wali Nanggroe Dalam Perspektif Wilāyah al-Faqīh”. 

Peneliti menemukan penelitian atau penulisan yang sedikit kemiripan dalam 

penelitian yang dilakukan penulis, diantaranya yaitu: 

Pertama, penelitian ilmiah ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Elva 

Imeldatur Rohmah dengan judul, “Perbandingan Sistem Pemerintahan Indonesia, 

Iran, Dan Perancis”, metode penelitian yang digunakan adalah metode 

komparatif, yakni membandingkan sistem pemerintahan dan konsep Trias 

Politica yang diterapkan di Indonesia, Iran, dan Perancis. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa pada saat ini Indonesia menganut sistem pemerintahan 

presidensial tidak murni, Iran menganut sistem pemerintahan presidensial dan 

parlementer, sedangkan Perancis menganut sistem semi presidensial. Masing-

masing lembaga (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) di negara Indonesia, Iran, dan 

Perancis belum mampu menjadi lembaga yang independen karena di negara-

negara tersebut satu lembaga dapat mengintervensi lembaga kekuasaan yang 

lain.
23

 

Kedua, penelitian ilmiah ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Helmi dan 

Achmad Nurmandi dengan judul, “Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana 

Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh”, Metode penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode penelitian mixed method. Tekhnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah penelitian pustaka, wawancara, 

                                                           
23

 Elva Imeldatur Rohmah, “Perbandingan Sistem Pemerintahan,” Jurnal Ummul Qura 

XIII, no. 1 (2019), hlm. 117–134,  
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dokumen dan Kuesioner. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa a pertama; 

keberhasilan pelaksana Syariat Islam di Aceh tidak lepas dari peran, fungsi dan 

tata kelola lembaga yang baik, kedua; pengaruh budaya dan kefanatikan 

masyarakat Aceh terhadap ajaran Islam sehingga Islam menjadi identitas budaya 

dan kesadaran jati diri, bahkan masyarakat Aceh menyatukan agamanya dengan 

budaya dan adat yang tidak bisa dipisahkan, ketiga; toleransi terhadap kaum non-

muslim, sehingga terciptanya rasa aman dan nyan dalam beragama terhadap kaum 

minoritas di Aceh. Dan Keempat; dialektika peran ulama antara struktur dan 

aktor, dimana masyarakat Aceh juga taat dan percaya kepada Ulama, bukan hanya 

pada struktur dan regulatif, normatif dari kelembagaan.
24

 

Ketiga, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Weni Gusdi Sari 

dan Zainuddin Dengan Judul, “Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum Tata 

Negara Islam”, Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif kepustakaan 

(Penelitian Perpustakaan). Data penelitian ini diperoleh melalui metode penelitian 

hukum Islam/Fiqh dengan pendekatan sejarah. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa; (1) Konsep otonomi daerah dalam hukum tata negara Islam 

dipraktikkan dalam tiga jenis pemerintahan daerah, yaitu: al-imᾱrah al-khaṣṣah, 

al-imᾱrah al-„ᾱmmah, al-imᾱrah al-istila. (2) Otonomi kepala daerah kekuasaan 

dalam perspektif fiqh siyᾱsah dustūriyah atau hukum tata negara Islam sesuai 

dengan syarat dan wewenang yang diberikan oleh seorang khalīfah. Khalīfah 

sebagai kepala negara memberikan wewenang kepada al-Ᾱmir (Kepala Daerah) 

dengan fungsi: memungut pajak di daerah, menyelenggarakan pemerintahan 
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 Helmi Helmi and Achmad Nurmandi, “Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana 

Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan),” Journal of Governance and 

Public Policy 3, no. 2 (2016), hlm. 279–280. 
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daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di wilayah tersebut, 

menjaga keamanan di wilayah tersebut, menarik pajak dan mengumpulkan zakat, 

menegakkan dan menyebarluaskan Islam di daerah tersebut.
25

 

Keempat, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Mutiara Fahmi, 

Zahlul Pasha, dan Nyak Fadlullah dengan judul, “Tim Pengawal Undang-Undang 

Pemerintahan Aceh: Dualisme Kelembagaan Dan Kewenangan Yang Sumir”, 

penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan 

menelaah bahan pustaka yang difokuskan untuk menelaah penerapan kaidah atau 

norma di dalam UUPA. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa; 

pembentukan Tim Pengawal UUPA ini penting karena kerja aparatur Pemerintah 

Aceh dan DPRA secara khusus tidak memiliki kompetensi dan kemampuan untuk 

memahami aturan-aturan dalam UUPA. Terbentuknya Tim Pengawal UUPA baik 

oleh Pemerintah Aceh maupun DPRA karena adanya tuntutan pasal dalam UUPA 

bahwa setiap perubahan UUPA harus melalui musyawarah dan pertimbangan 

DPRA dan Gubernur Aceh, sehingga Tim Pengawal UUPA diharapkan dapat 

memberikan masukan kepada keduanya institusi ketika ada upaya untuk 

mengubah ketentuan dalam UUPA. Kehadiran Pengawal UUPA Tim kekhususan 

Aceh memang tidak berdampak langsung. Ini karena sifat Tim Penjaga hanya 

sebatas tim pendukung pemerintah Aceh yang dibentuk sementara untuk 

memberikan masukan terhadap berlakunya UUPA selama ini.
26
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 Weni Gusdi Sari and Zainuddin Zainuddin, “Konsep Otonomi Daerah Dalam Hukum 
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(Desember 2021), hlm. 475 
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Kelima, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Amrullah 

Bustamam dengan judul, “Fungsi Lembaga Wali Nanggroe Dalam 

Menyelesaikan Konflik Lokal Masa Penerapan Otonomi Khusus”, penelitian ini 

merupakan studi literatur menggunakan pendekatan kualitatif yang kemudian 

dijelaskan secara deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa; Lembaga 

Wali Nanggroe memegang peranan yang sangat penting dalam mengatur dan 

memelihara perdamaian di Aceh serta partisipasinya dalam proses tersebut dalam 

menyelesaikan perdamaian dunia. Di sisi lain, UU Pemerintahan Aceh mengatur 

legalitas yang besar terhadap peran Lembaga Wali Nanggroe.
27

 

Keenam, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Delfi Suganda, 

Retno Saraswati, dan Nabitatus Sa‟adah, dengan judul, “Politics of Law in Qanun 

Reformulation in Aceh: The Establishment of Wali Nanggroe Institution”, 

penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum non-

doktrinal. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa; Qanun Lembaga Wali 

Nanggroe telah dua kali diperbarui. Namun demikian, belum ada pembaharuan 

yang signifikan di bidang persyaratan menjadi pimpinan kelembagaan Wali 

Nanggroe. Dalam penelitian ini mengungkapkan bahwa bawahan reformasi belum 

menyentuh hal-hal substantif yang berkaitan dengan kepentingan umum, 

mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum bagi masyarakat Aceh.
28

 

                                                           
27

 Amrullah Bustamam, “Fungsi Lembaga Wali Nanggroe Dalam Menyelesaikan Konflik 

Lokal Masa Penerapan Otonomi Khusus”, Jurnal Serambi Tarbawi, Vol. 10, No. 1, (Januari 2022), 

hlm. 25-26. 
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 Delfi Suganda, “Politics of Law in Qanun Reformulation in Aceh: The Establishment of 

Wali Nanggroe Institution”, Mazahib Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol 20, No.2 (December 

2021), hlm. 279. 
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Ketujuh, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Baihaqi dengan 

judul, “Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh”, penelitian ini memrupakan 

penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa; Lembaga Wali Nanggroe merupakan organisasi mandiri yang 

bukan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Wali Nanggroe tidak punya wibawa 

dalam politik. Dalam Pasal 96 dan 97 Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 

2006 secara tegas menyatakan bahwa Wali Nanggroe memiliki kewajiban sebagai 

perekat Aceh masyarakat melalui pendekatan adat dan bukan lembaga politik.
29

 

Kedelapan, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh M. 

Nazaruddin, Nirzalin, Iromi Ilham, Abdullah Akhyar Nasution, dan Sjafruddin, 

dengan judul, “Lembaga Wali Nanggroe dan Masa Depan Perdamaian Aceh”, 

penelitian ini merupakan penelitian observasi, wawancara mendalam serta kajian 

dokumen yang relevan dengan topik. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa; 

Wali Nanggroe adalah institusi khusus yang memang sudah berakar dalam kultur 

politik keacehan. Lembaga tersebut menjadi “media” penghubung dalam berbagai 

sistem tatanan sosial, budaya dan politik di Aceh serta memiliki otoritas dan 

legitimasi yang terbentuk dari basis formal maupun non-formal. Pasca Helsinki, 

Lembaga Wali Nanggroe berperan penting dalam menjaga stabilitas perdamaian 

Aceh. Posisi Lembaga Wali Nanggroe bukan saja aktor utama perdamaian, tetapi 

juga aktor penentu dalam merawat perdamaian Aceh. Oleh karena itu, posisinya 

dalam tatanan kepemerintahan Aceh harus lebih dipertegas sehingga kuat dan 
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 Baihaqi, “Kedudukan Wali Nanggroe di Aceh”, Jurnal Ilmiah Peuradeun, Vol. 2, No. 1, 

(Januari 2014), hlm. 12-13. 
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otonom untuk penguatan perdamaian serta penjaga kekhususan dan keistimewaan 

Aceh.
30

 

Kesembilan, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh M. Adli 

Abdullah dengan judul, “Kedudukan Wali Nanggroe Setelah Lahirnya Undang-

Undang Pemerintahan Aceh”, penelitian ini merupakan penelitian sosio-legal, 

yang mana tidak berhenti pada kajian hukumnya semata, melainkan turut 

menelusuri catatan sejarah terkait dengan sejarah keberadaan lembaga Wali 

Nanggroe yang diteliti. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa; lembaga 

kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat dan pelestarian kehidupan adat 

dan budaya. Keberadaan Wali Nanggroe diatur dalam pasal 96-98. Dalam 

prosesnya, setelah meninggalnya Hasan Tiro, Qanun tentang Wali Nanggroe 

mengamanahkan Meuntroe Malik Mahmud Al Haytar ditetapkan sebagai Wali 

Nanggroe Ke-9. Keberadaan lembaga Wali Nanggroe harus diwujudkan karena 

perintah UU. Lembaga Wali Nanggroe dimaksudkan sebagai lembaga adat dan 

simbol pemersatu rakyat Aceh. Perintah UU sendiri juga berkaitan dengan 

perintah penyusunan Qanun Wali Nanggroe.
31

 

Kesepuluh, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Zulfam 

Ibrahim dengan judul, ”Lembaga Wali Nanggroe: Peran, Fungsi dan Strategi 

Resolusi Konflik Aceh Pasca Perdamaian”, penelitian ini merupakan penelitian 

kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara (kuesioner dan rekaman suara). 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa; Lembaga Wali Nanggroe tidak 
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menerapkan strategi resolusi konflik baik konflik lokal maupun konflik lain di 

kelembagaan lokal. Selain itu, Wali Nanggroe tidak melakukan komunikasi 

politik untuk menyelesaikan konflik. Selain itu, sebagai mediator, Wali Nanggroe 

kurang adil dalam menyelesaikan konflik antar lembaga lokal karena beberapa 

sebab; keterikatan emosional antara Wali Nanggroe dengan anggota DPR Aceh 

dari Fraksi Partai Aceh, cenderung mempertahankan kekuasaan Wali Nanggroe, 

dan masalah prosedural dalam pemilihan Wali Nanggroe.
32

 

Kesebelah, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Fauza 

Andriyadi dengan judul, “Good Governance Government and Government”, 

penelitian ini merupakan penelitian metode disini adalah deskriptif kualitatif. 

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa; Dalam kondisi perkembangan 

masyarakat yang sangat dinamis, tingkat yang lebih baik kehidupan masyarakat, 

yang melambangkan pemberdayaan yang melayani masyarakat, pemimpin 

birokrasi pemerintah harus mengubah cara dan peran (revitalisasi) dalam 

memberikan pelayanan publik.
33

 

Keduabelas, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Helmi dan 

Achmad Nurmandi dengan judul, “Dinamika Kelembagaan Dalam Pelekasana 

Otonomi Khusus Syariat Islam Di Aceh (Kajian Kelembagaan)”, penelitian 

merupakan penelitian metode penelitian mixed method. Hasil dari penelitian ini 

menunjukan bahwa; Pertama; Keberhasilan pelaksana Syariat Islam di Aceh tidak 

lepas dari peran, fungsi dan tatakelola lembaga yang baik, kedua; pengaruh 
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budaya dan kefanatikan masyarakat Aceh terhadap ajaran Islam sehingga Islam 

menjadi identitas budaya dan kesadaran jati diri, bahkan masyarakat Aceh 

menyatukan agamanya dengan budaya dan adat yang tidak bisa dipisahkan, 

ketiga; toleransi terhadap kaum non-muslim, sehingga terciptanya rasa aman dan 

nyan dalam beragama terhadap kaum minoritas di Aceh. Dan Keempat; dialektika 

peran ulama antara struktur dan aktor, dimana masyarakat Aceh juga taat dan 

percaya kepada Ulama, bukan hanya pada struktur dan regulatif, normatif dari 

kelembagaan.
34

 

Ketigabelas, penelitian ini berjenis jurnal yang dilakukan oleh Hamid 

Sarong, Syahrizal Abbas, dan Mahdi Abdullah Syihab dengan judul, 

“Kewenangan Mahkamah Syar‟iyah Dalam Wilayah Otonomi Aceh”, penelitian 

ini merupakan penelitian normatif karena sumber datanya diperoleh dari data 

sekunder bahan primer seperti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 

Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa 

Aceh, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa; Terdapat dua 

alasan penempatan kewenangan Mahkamah Syar‟iyah dalam Undang-undang 

Republik Indonesia Tentang Pemerintahan Aceh. Alasan pertama karena sebagai 

implementasi dari perintah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 

1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh. 

Terutama pada aspek agama. Alasan kedua karena penempatan pengaturan 

kewenangan Mahkamah Syar‟iyah dalam Undang-undang Republik Indonesia 
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tentang Pemerintahan Aceh merupakan pengaturan yang tidak lazim. Namun 

demikian, dimungkinkan sebagai bentuk pengecualian sepanjang hal itu 

disepakati dan ditetapkan menurut ketentuan hukum yang sah, maka hal itu dapat 

di pandang sah sebagai bentuk pengecualian yang terbatas adanya.
35

 

Dari kajian-kajian penelitian sebelumnya lebih banyak mengkaji keberadaan 

terhadap lembaga Wali Nanggroe itu sendiri, dan implementasi dari Wali 

Nannggroe tersebut, beberapa peneliti sebelumnya hanya mengkaji bagaimana 

penerapan dari UUPA sehingga Aceh bisa mengatur diri sendiri bahkan mendapat 

kewenangan dalam mengurusi sistem pemerintahan sendiri dan bisa membuat 

lembaga yang sudah diatur dalam UUPA itu sendiri. Oleh karena itu, peneliti 

ingin mengamati dan memberi dimensi lain terhadap kajian konsep 

ketatanegaraan pelembagaan Wali Nanggroe di Aceh dalam perspektif 

pemerintahan Islam.  

E. Kerangka Teoritik 

Teori Pemerintahan Islam 

Dalam    pemerintahan,    penguasa    harus    memerhatikan    kepentingan  

rakyatnya,  sedangkan  rakyat  memiliki  kewajiban,  yakni  tidak  berlaku  bebas 

secara mutlak. Ada batas-batas tertentu yang harus di ingat, dijaga, dan tidak 

boleh dilampaui   oleh   warga   masyarakat.   Batas-batas   ini   hanya   berlaku   

bilaman dipaksakan  oleh  negara.  Sebab  itu,  masyarakat  Islam  tidak  akan  

berjalan  baik tanpa  ada  paksaan  dari  penguasaan,  karena  memang  ada  

sebagian  hukum  Islam yang  wajib  dilakukan.  Ini  berarti  bahwa  Islam  harus  
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 Hamid Sarong, dkk, “Kewenangan Mahkamah Syar‟iyah Dalam Wilayah Otonomi 

Aceh”, Jurnal Syarah, Vol. 10, No. 1, (Tahun 2021), hlm. 63. 



21 
 

 
 

mempunyai  negara  dan pemerintahan agar kewajiban itu bisa berlaku secara 

semestinya. 

Nabi tidak meninggalkan satu sunah yang pasti tentang sistem 

penyelenggaraan negara, misalnya tentang sistem pengangkatan kepala negara, 

siapa yang berhak menetapkan undang-undang, dan bentuk pertanggung jawaban 

kepala negara. Hal itu yang menjadi persoalan. Untuk mengikuti Nabi yang 

sepenuhnya tentu tidak mungkin. Pertama, beliau sebagai seorang Rasul yang 

selalu mendapat petunjuk dari Allah. Kedua, dari kenyataan terlihat ketundukan 

rakyat padanya pada dasarnya kerena beliau sebagai rasul Allah, kendatipun dia 

tetap memperlihatkan dimensi-dimensi manusia biasa. Ketiga, bahkan hukum 

yang diberlakukan lebih banyak berdasarkan wahyu Allah bahkan ucapan dan 

tindakan-tindakannya pun selalu mendapatkan pengawasan dari Allah.
36

 

Ketika revolusi pemerintahan Islam Iran bergulir pada tahun 1979 yang 

berhasil menjatuhkan Imam besar mereka yaitu, Shah Reza Pahlevi. Dalam hal ini 

bukanlah kalangan dari mileter melainkan dari pihak ulama yang kehidupannya 

hanya fokus pada persoalan agama. Setelah dinasti Shah Reza Pahlevi, Iran mulai 

memasuki kehidupan baru, karena Iran dipimpin oleh para ulama. Pada saat itulah 

masyarakat Iran sepakat dan setuju untuk mewujudkan gagasan baru yaitu 

Republik Islam Iran, yang dibawah pimpinan Dewan Revolusi Iran yang 

diproklamasikan pada tada tanggal 1 April 1979 oleh Ayyatullah Khomeini. 

Setelah itu, persoalan berikutnya adalah bagaimana melembagakan konsep 

“Republik Islam” dalam sebuah negara. Hal ini adalah tantangan awal bagi Imam 
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Khomeini. Konsep negara yang ideal menurut Khomeini adalah bentuk negara 

seperti sepuluh tahun pemerintahan Nabi Muhammad Saw di Madinah, dan lima 

tahun masa pemerintahan Ali. Negara-negara Islam yang ada saat ini, seperti Arab 

Saudi, Libia, Pakistan, Malaysia, dan yang lainnya, bagi Khomeini dan 

pengikutnya itu bukanlah suatu negara Islam yang berhasil, dan tidak bisa 

dijadikan contoh. Oleh karena itu, model pemerintahan Ali adalah contoh negara 

yang ideal bagi Khomeini dan pengikutnya (Syi‟ah). Menurut mereka, Ali bin 

Abu Thalib merupakan sahabat dekat sekaligus menantunya Rasulullah Saw, 

beliau seorang yang jujur, sederhana, rendah hati, cerdas, memiliki wawasan yang 

luas, serta pandai mengatur waktu dalam menjalankan tugas negara dan ajaran 

Islam.
37

 

Hal inilah yang menjadi inspirasi Khomeini menuangkan pemikirannya 

dalam perspektif Syi‟ah, yang mana kelompok Syi‟ah menganggap jika 

permasalahan pemimpin umat merupakan permasalahan yang sangat vital, 

sehingga tidak bisa diserahkan begitu saja pada manusia biasa, karena 

berkemungkinan akan memilih orang yang salah untuk menempati posisi atau 

jabatan tersebut, dan hal itu sangat bertentangan dengan tujuan ilᾱhi.
38

 

Imam Khomeini mewujudkan konsep dan pemikirannya tersebut dalam 

bentuk pemerintahan Islam, yang ia namakan sebagai Wilāyah al-Faqīh 

(Kepemimpinan Ulama), atau disebut Vilayat „I Faqīh dalam bahasa Iran. Hal 

inilah yang menjadi pembeda negara Republik Islam Iran dengan konsep negara-
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negara republik lainnnya. Selain itu, konsep ini pula yang dijadikan dasar negara 

Republik Islam Iran.
39

 

Konsep Pemerintahan Islam Menurut Imam Ayyatullah Khomeini 

1. Konsep Wilāyah al-Faqīh 

Wilāyah al-Faqīh (kepemimpinan ulama) memiliki arti suatu hubungan 

yang khas antara seorang manusia dengan Allah Swt. Dalam perspektif Syi‟ah 

istilah Wilᾱyah dapat diartikan seseorang yang diberikan amanah atau mandat. 

Sementara secara bahasa, berasal dari bahasa Arab yakni “Wilᾱyat” dari bentuk 

kata “Walīyyun”, yang artinya dekat dan mempunyai kekuasaan atas suatu posisi 

(jabatan) tertentu. Secara teknis, Wilᾱyah memiliki arti kepemimpinan, 

pemerintahan, kedaulatan, atau supermasi. Namun, dalam pengertian lain 

Wilᾱyah/Walᾱ‟ diterjemahkan juga sebagai kesetiaan, persahabatan, perwalian, 

atau kesucian. Dalam konteks ini, Wilᾱyah berarti kesetiaan pada pemerintahan 

Imam serta mengakui hak imam untuk memerintah.
40

 

Dalam perspektif Syi‟ah untuk menjalankan tugas kepemerintahannya harus 

memenuhi syarat-syarat dan kriteria tertentu, terutama dalam hal keshalehan, 

keilmuan, kepemimpinan, dan memiliki derajat yang tinggi, dengan begitu orang 

tersebut harus menjadi faqīh (ulama).
41

 

Dalam pandangan lain Khomeini tentang faqīh selain sebagai penafsir 

hukum Islam, ia juga sebagai satu-satunya penguasa politik yang absah dalam 
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masyarakat selama “Imam masih bersembunyi”. Dalam Islam menurutnya hanya 

Allah saja yang menentukan hukum. Sementara, Rasulullah Saw dan para Imam 

merupakan pelaksana hukum yang ditentukan Allah tersebut. Dalam konteks ini, 

para fuqahālah yang melaksanakan tugas, ketika “Imam masih tersembunyi”. 

Sepeninggalnya Rasulullah, ajaran teokratis lama terus hidup sebagai sebuah 

idealisme yang secara teoritis dipertegas dalam pembenaran pragmatis melalui 

dunia politik yang kadang-kadang terganggu oleh kekuatan agama atau politik.
42

 

Dalam beberapa hal konsep Wilāyah al-Faqīh ini, merupakan lanjutan dari 

doktrin Imᾱmah, karena di dalamnya ia menjalankan fungsi-fungsi dari 

pemerintahan Imam. Namun perbedaannya ialah, jika Imam di pilih langsung oleh 

Tuhan, maka dalam konsep ini unsur perwakilan dipilih oleh rakyat. Teori 

Wilāyah al-Faqīh ini, adalah inti dari pemikiran Khomeini mengenai konsep 

Negara Islam.
43

 Konsep ini menghendaki ulama untuk memiliki otoritas tertinggi 

dalam pemerintahan serta dapat menjalankan tugasnya sebagaimana dalam 

pemerintahannya Rasulullah Saw. 

Sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, Faqīh mempunyai tanggung jawab 

dalam meneruskan misi kenabian, seperti tugas yang para Imam. Oleh karena itu, 

secara politis tugas faqīh ialah untuk mengawal jalannya pemerintahan agar dapat 

berjalan dengan baik dan adil, sesuai hukum Allah. Dengan begitu, maka dalam 

pemerintahan Wilāyah al-Faqīh tidak mengenal pemisah antara agama dan 
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politik. Karena, secara subtansi keduanya memiliki maksud dan tujuan yang sama, 

yakni mewujudkan tatanan kehidupan yang adil dan sesuai hukum Allah.
44

 

Oleh karena itu, Republik Islam Iran dapat menjadi contoh ideal bagi 

sebuah negara demokratis, karena meskipun terbentuk dari kehendak bebas 

rakyat, namun tetap ada dalam batas-batas hukum Allah. Di dalam Republik Islam 

terdapat kemandirian dan keadilan, sehingga rakyat harus memperoleh kehidupan 

yang aman, nyaman, dan tentram.
45

 

 

F. Metode Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metodelogi penelitian kualitatif yang 

memfokuskan pada pendekatan studi hukum, dengan mengumpulkan sejumlah 

peristiwa yang tercatat lalu dianalisa untuk diberikan narasi umum sesuai dengan 

fenomena yang ditemukan. Untuk menelaah suatu konsep ketatanegaraan 

pelembagaan di Aceh perspektif Wilayāh al-Faqīh, peneliti menggunakan kajian 

konseptual terhadap suatu jenis produk hukum baik dalam Islam maupun hukum 

positif dengan pendekatan undang-undang (statute approach), dengan 

mempelajari konsep kelembagaan dan kekuasaan Wali Nanggroe di Aceh dan 

otonomi khusus pasca MoU Helsinki serta Undang-Undang No 11 Tahun 2006 

tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang yang terkait lainnya. Dalam 

memantapkan kajian konseptual peneliti menggunakan library research, baik dari 

literatur hukum, maupun literatur-literatur disiplin ilmu lain yang erat kaitannya 

dengan topik penelitian. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa langkah 

atau metode penelitian yang harus dilakukan dalam pengumpulan data, yaitu: 
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1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau juga disebut 

dengan penelitian pustaka (library research), karena peneliti mengkaji dan 

menelaah sumber-sumber tertulis yang terkait dengan konsep ketatanegaraan 

lembaga Wali Nanggroe dalam perspektif Wilāyah al-Faqīh. Supaya dapat 

diperoleh data-data yang jelas, sehingga dapat membantu dalam melakukan 

penelitian, dan jenis penelitian ini terkait dengan apa yang disajikan dengan cara 

baru. Dengan berpijak pada berbagai literatur-literatur dan dokumen yang 

berkaitan dengan konsep ketatanegaraan lembaga Wali Nanggroe dalam 

perspektif Wilāyah al-Faqīh. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau penelitian 

doktrinal. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan bahwa penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan kepustakaan. “Penelitian 

hukum normatif atau penelitian doktrinal atau sering disebut penelitian 

kepustakaan atau studi dokumen, dilakukan pada peraturan tertulis atau bahan-

bahan hukum yang lainnya”.
46

 

2. Sumber Data 

Dalam penelitian ini penulis membagi sumber data kepada dua sumber 

yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder. 

a. Sumber Data Primer 

Dalam penelitian ini sumber primer yang penulis gunakan adalah 

sejumlah produk hukum, baik berupa Undang-Undang Dasar 1945, 
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Undang-undang seperti undang-undang No 11 Tahun 2006 tentang 

Pemerintahan Aceh, Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembaga 

Wali Nanggroe, Qanun Aceh No 9 Tahun 2013 Tentang Perubahan 

Atas Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali 

Nanggroe, Qanun Aceh No 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua 

Atas Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 Tentang Lembaga Wali Nanggroe 

dan Undang-undang yang terkait lainnya. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah daya yang diperoleh dari dokumen-

dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek 

penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan 

peraturan perundang-undangan.
47

 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif dilakukan dengan studi 

pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik data hukum primer, data hukum 

sekunder maupun data hukum tersier. Pencarian data hukum tersebut juga dapat 

dilakukan dengan cara membaca, melihat, mendengarkan maupun mencari bahan 

hukum melalui internet atau website.
48

 Penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data hukum primer, peraturan tentang kelembagaan dan 

kekuasaan. Mengumpulkan data hukum sekunder yaitu jurnal, tesis, disertasi 

sesuai dengan objek yang diteliti, dan mengumpulkan bahan hukum pendukung 
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seperti kamus hukum, ensikolpedia hukum. Kemudian menganalisis bahan hukum 

yang sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. 

4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini merujuk kepada 

Miles and Huberman dalam Sugiono yaitu:
49

 

a. Reduksi data (Data Reduction)  

Menurut Sugiyono “reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Data hasil penelitian ini 

yang harus direduksi meliputi data studi kepustakaan.” 

b. Penyajian Data (Data Display) 

Dalam bukunya Afrizal, “tahap penyajian data adalah sebuah tahap 

lanjutan analisis data dimana peneliti mengajukan temuan penelitian 

berupa kategori atau pengelompokan.”
50

 Penelitian kualitatif 

penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, dan 

berbagai hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Dengan 

mendisplay data, maka akan mudah untuk memahami apa yang 

terjadi, merencanakan kerja selanjutnya. 

c. Penarikan Kesimpulan (Conclusing Drawing/Verification) 

Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan suatu tahap 

lanjutan, dimana pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan pada 

temuan data. Ini adalah interpretasi peneliti atas temuan dari setiap 
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peraturan yang ada serta dokumen-dokumen yang telah menjadi 

rujukan penulis. Setelah kesimpulan diambil, peneliti kemudian 

mengecek kembali kebenaran interprestasi untuk memastikan tidak 

ada kesalahan yang dilakukan.
51

 

G. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam studi ini dibagi kedalam lima bagian bab yang terdiri 

dari beberapa bagian sub bahasan dengan runtutan pembahasan sebagai berikut: 

Bab pertama, sebagai pendahuluan memuat latar belakang masalah, 

kemudian diikuti dengan rumusan masalah, selanjutnya juga dibahas tujuan dan 

kegunaan penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari penelitian sebelumnya yang 

relavan, dan kerangka teori yang memuat konsep dasar dalam penelitian ini. 

Sebagai kerangka kerja dalam penelitian ini, dijelaskan pada sub bahasan 

metodelogi penelitian yang meliputi: jenis penelitian, sumber data, metode 

analisis data serta pendekatan penelitian yang terakhir sistematika pembahasan. 

Bab kedua adalah bagian pengembangan landasan teori atau penjabaran 

lebih lanjut dari sub-sub kerangka teori Wilāyah al-Faqīh Imam Khomeini yang 

menjelaskan konsep Wilᾱyah al-Faqīh, Republik Islam Iran, lembaga eksekutif, 

lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif. Sehingga teori inilah yang digunakan 

untuk menganalisis masalah yang diangkat dalam penelitian ini. Konsep negara 

hukum akan menjelaskan terkait bagaimana konsep ketatanegaraan pelembagaan 

Wali Nanggroe di Aceh perspektif Wilāyah al-Faqīh yang ideal dalam sistem 

pemerintahan. 
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Bab ketiga adalah paparan data terkait dengan konsep pelembagaan Wali 

Nanggroe yang mana dalam bab ini adalah penjelasan tentang konsep Wali 

Nanggroe, provinsi Aceh, Lembaga Eksekutif, Lembaga Legislatif, dan Lembaga 

Yudikatif. Sehingga dapat kita lihat bahwa bagaimana konsep ketatanegaraan 

pelembagaan Wali Nanggroe di Aceh perspektif Wilāyah al-Faqīh  yang baik 

dalam sistem pemerintahan. 

Bab keempat adalah bagian analisis data yang merupakan sebuah jawaban 

dari rumusan masalah tentang konsep ketatanegaraan lembaga Wali Nanggroe 

yang ada di Aceh perspektif Wilāyah al-Faqīh, yang mana dalam bab ini akan 

menganalis, kedaulatan Wali Nanggroe, Pelembagaan Kekuasaan Wali Nanggroe, 

Relasi Islam dan Negara, Sistem Pemerintahan, Negara dan Rakyat/ Hak dan 

Kewajiban, serta Otoritas Wilayah dan Kekuasaan Wali Nanggroe. Sehingga 

dapat kita ketahui bahwa konsep ketatanegaraan pelembagaan Wali Nanggroe di 

Aceh perspektif Wilāyah al-Faqīh yang baik dan ideal. 

Bab kelima adalah bab terakhir dalam penyusunan penulisan tesis ini, yang 

mana didalamnya berisi kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian dan saran-

saran yang akan penulis sampaikan kepada pembaca atau kepada penelitian 

selanjutnya nantinya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis terhadap konsep ketatanegaraan 

Wali Nanggroe dalam perspektif Wilāyah al-Faqīh terbagi tiga (3) temuan, yaitu; 

1. Lembaga Wali Nanggroe merupakan tatanan pelembagaan di Aceh 

yang dihasilkan melaui MoU Hesinki dan didukung oleh Undang-

Undang Pemerintahan Aceh (UUPA), lalu kemudian baru 

ditetapkannya melalui Qanun Aceh No 8 Tahun 2012 tentang Lembga 

Wali Nanggroe, sehingga lembaga Wali Nanggroe bisa menjalankan 

roda pemerintahan Adat di Aceh. 

2. Wilāyah al-Faqīh adalah suatu konsep pemikiran Imam Khomeini yang 

diterapkan dalam sistem pemerintahan Republik Islam Iran pasca 

Reformasi besar-besaran di Republik Islam Iran, kemudian Wilāyah al-

Faqīh menjadi suatu sistem pemerintahan Islam yang modern karena 

Republik Islam Iran menggunakan kedaulatan tuhan yang kemudian 

digabungkan dengan kedaulatan rakyat. Dalam hal ini dikenal dengan 

Teo-demokrasi. 
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3. Wali Nanggroe dan Wilāyah al-Faqīh memang terlihat sama, namun 

ternyata jauh berbeda diantara keduanya, karena Republik Islam Iran 

menggunakan kedaulatan tuhan sedangkan di Aceh menggunakan 

kedaulatan rakyat, maka dari itu konsep ketatanegaraan Wali Nanggroe 

kekuasaan dan kewenangannya tidak leluasa, seperti Wilāyah al-Faqīh 

yang bisa mencampuri urusan politik dan bahkan bisa memberhentikan 

presiden (eksekutif) di Republik Islam Iran karena Wilāyah al-Faqīh 

adalah utusan tangan tuhan, atau penerus dari Nabi yang selama Imam 

Mahdi masih belum ada (gᾱib), maka yang memegang kekuasaan 

tertinggi adalah Imam dan di Republik Islam Iran. Imam yang 

memegang kekuasaan tertinggi adalah fᾱkih. Sedangkan Wali Nanggroe 

kekuasaannya sangat terbatas, selain terbatas kekuasaan dan 

kewenangannya tidak bisa mencampuri urusan politik. Bahkan lembaga 

Wali Nanggroe di Aceh hanya sebagai pembantu dalam pemerintahan 

Aceh karena lembaga Wali Nanggroe yang sekarang berbeda dengan 

Wali Nanggroe yang ada pada masa kerajaan Aceh dulu yang punya 

otoritas dan kekuasaan tinggi seperti Wilāyah al-Faqīh.
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B. Saran 

1. Karena mengingat lembaga Wali Nanggroe yang sekarang tidak lagi 

seperti lembaga Wali Nanggroe masa dulu, lembaga Wali Nanggroe 

harus lebih terbuka dan mampu menarik hati rakyat Aceh agar 

kepecayaan orang Aceh tidak memudar terhadap lembaga Wali 

Nanggroe. 

2. Untuk peneliti selanjutnya jika memang lembaga Wali Nanggroe masih 

belum terbuka, agar meneliti bagaimana kedudukan lembaga Wali 

Nanggroe yang ada di Aceh.
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